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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor  :   57  K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA

M A H K A M A H     A G U N G

memer iksa  perkara  Tata  Usaha  Negara  dalam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  

da lam perkara  :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

BOGOR,  berkedudukan  di  Ja lan  Tegar  

Ber iman,  Cib inong ,  Kabupaten  

Bogor ,  yang  dalam  hal  in i  member i  

kuasa  kepada  :  1.  DERMAWAN 

SEBAYANG,  S.H. ,  Kepala  Seks i  

Sengketa  Konf l i k  dan  Perkara ,  2.  

EDDY  SOFYAN,  S.H. ,  Kepala  Sub 

Seks i  Perkara  Per tanahan ,  3.  MEDY 

LELELANGAN,  A.Ptnh. ,  Kepala  Sub 

Seks i  Konf l i k  dan  Sengketa  

Per tanahan,  4.  H.  BUDIHONO TRI  

SUPAGIO,  Sta f  Sub  Seks i  Sengketa  

dan  Konf l i k  Per tanahan  dan 

SARMINTO,  Sta f  Sub  Seks i  Sengketa  

dan  Konf l i k  Per tanahan,  kesemuanya  

berkan to r  pada  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Bogor ,  Ja lan  Tegar  

Ber iman,  Cib inong ,  Kabupaten  Bogor  

;

Pemohon  Kasas i  dahu lu  

Tergugat /Pemband ing  ;  

m e l  a w a n  :

Tuan  TRESNA  HIDAYAT,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Vi l l a  Peja ten  Mas  V/B  

No.10 ,  Pasar  Minggu,  Jakar ta  

Sela tan  ;

Termohon  Kasas i  dahu lu  

Hal . 1 dar i  10 ha l .  Put .  No.57  K/TUN/2010
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Penggugat /Te rband ing  ;

d a n  :

WILLY WONOTO,  ber tempat  t i ngga l  d i  

Kampung  Ju log  Curug,  RT.05/RW.05,  

Desa  Megamendung,  Kecamatan  

Megamendung,  Kabupaten  Bogor  ;

Turu t  Termohon  Kasas i  dahu lu  

Tergugat  I I  In te r vens i /  Pembanding  

;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  

te rsebu t  te rnya ta  bahwa  

sekarang  Termohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  

Penggugat  te l ah  menggugat  sekarang  Pemohon 

Kasas i  dan Turu t  Termohon Kasas i  dahu lu  sebaga i  

Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  d i  muka 

pers i dangan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung pada pokoknya  atas  da l i l - da l i l  :

bahwa  Penggugat  adalah  pemi l i k  atas  

lokas i  Tanah  Garapan  Mi l i k  Negara  Bebas  dengan  

luas  + 12  Ha. ,  yang  te r l e t a k  d i  Blok  Pasi r  

Gombong,  Desa  Megamendung,  Kecamatan  

Megamendung,  Kabupaten  Bogor ,  yang  d ipe ro leh  

berdasarkan  oper  al i h /Pe l epasan  Hak sebaga imana  

te r t uang  dalam  Akta  Notar i s  H.  Muhamad Adam,  

Bc.Hk .  No.3 ,  5,  8,  9,  12,  13,  16  masing- masing  

te r t angga l  10 Apr i l  1980 (buk t i  P- 1 s/d  P- 7)  ;

bahwa  te rhadap  tanah  te rsebu t  atas  

permohonan  Penggugat ,  Tergugat  te l ah  melakukan  

pengukuran  atas  4  (empat )  b idang  tanah  mi l i k  

Penggugat  te rsebu t ,  yang  sete lah  diukur  luasnya  

ada lah  92.995  M2,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  :

- Bidang  per tama  se luas  70.275  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M2 ;

- Bidang  per tama  se luas  13.790  

M2 ;

- Bidang  per tama se luas  1.150  M2 ;

- Bidang  per tama se luas  7.780  M2 ;

kesemuanya  dengan  batas - batas  sebaga imana  

te rsebu t  da lam gugatan  ;

bahwa  Tergugat  dengan  sura tnya  No.530-

1223  tangga l  28  Mei  2004,  per iha l  Pengembal ian  

Berkas  Permohonan  Hak  Pakai  atas  nama 

Penggugat ,  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

lokas i  tanah  yang  dimohonkan  oleh  Penggugat  

dikuasa i  o leh  pihak  la i n  ;

bahwa Tergugat  ke l i r u  te rhadap  penguasaan  

f i s i k  atas  tanah  te rsebu t  yang  menyatakan  tanah  

te rsebu t  d ikuasa i  o leh  pihak  la i n ,  yang  

sebenarnya  ada lah  pihak  la i n  dimaksud  ada lah  

penggarap  yang  melakukan  cocok  tanam  di  atas  

tanah  te rsebu t  ada lah  atas  se i j i n  Penggugat  ;

bahwa  kuasa  Penggugat  pada  tangga l  18  

Maret  2008  mela lu i  Sura t  No.320/LBH-

66/ I I I / 2 008 ,  per iha l  Permohonan  Ser t i f i k a t  Hak 

Paka i  atas  nama  Tuan  Tresna  Hidaya t  d i  

Megamendung,  Kabupaten  Bogor ,  te l ah  mengajukan  

permohonan  yang  pada  in t i n ya  menanyakan  

ketegasan  atau  kete r l ambatan  ten tang  permohonan  

penerb i t an  Ser t i f i k a t  Hak  Paka i  yang  

dimohonkan,  akan  te tap i  sampai  gugatan  in i  

d ida f t a r kan  pada  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Bandung,  te rhadap  permohonan  

te rsebu t  be lum mendapat  jawaban  dar i  Terguga t ,  

dan  te rhadap  s ikap  te rsebu t ,  Terguga t  te l ah  

memenuhi  keten tuan  Pasal  3  ayat  (1 )  Undang-

Undang  No.5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;
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bahwa  gugatan  Penggugat  dia j ukan  pada  

tangga l  4  September  2008,  o leh  karenanya  

apab i l a  dih i t ung  dar i  Sura t  Permohonan  

Penggugat  te r t angga l  18  Maret  2008  ya i t u  4 

(empat )  bu lan  (ya i t u  18  Ju l i  2008)  sebaga imana  

di t en tukan  oleh  Pasa l  3  ayat  (3 )  Undang- Undang 

No.5  Tahun  1986,  maka  gugatan  Penggugat  masih  

da lam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  

sebaga imana  di ten tukan  oleh  Pasa l  55  Undang-

Undang  No.5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;

bahwa  Penggugat  merasa  di rug i kan  dengan  

Keputusan  Tergugat  te r sebu t ,  karena  keputusan  

f i k t i f  negat i f  atau  s ikap  diam/ te l ah  menolak  

permohonan  Penggugat  te rsebu t  te l ah  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  karena  i t u  menjad i  

kewaj i ban  bag i  Tergugat ,  dan  Penggugat  merasa  

di rug i kan  dengan  s ikap  Terguga t  te rsebu t ,  ha l  

mana te l ah  memenuhi  keten tuan  Pasal  53 ayat  (1 )  

;

bahwa  keputusan  f i k r i f  negat i f  Tergugat  

juga  te lah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundangan- undangan  ya i t u  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.10  Tahun  1961  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  

ber ten tangan  dengan  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik ,  te ru tama  Azas  Kecermatan  dan  Azas  

Kepast i an  Hukum,  hal  mana Tergugat  te l ah  t i dak  

mengindahkan  permohonan  Penggugat  se laku  

pemi l i k  Tanah Garapan  Mi l i k  Negara  Bebas  dengan  

luas  + 12  Ha. ,  yang  te r l e t a k  d i  Blok  Pasi r  

Gombong,  Desa  Megamendung,  Kecamatan  

Megamendung,  Kabupaten  Bogor ,  yang  d ipe ro leh  

berdasarkan  oper  al i h /Pe l epasan  Hak sebaga imana  

te r t uang  dalam  Akta  Notar i s  H.  Muhamad Adam,  

Bc.Hk .  No.3 ,  5,  8,  9,  12,  13,  16  masing- masing  

te r t angga l  10 Apr i l  1980 ;
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bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  

atas ,  Penggugat  

mohon  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung agar  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  

:

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  

Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Bogor  

(Terguga t )  te rhadap  peno lakan  atau  s ikap  

diam  atau  Sura t  Nomor  :  320/LBH- 66/ I I I / 2 008  

tangga l  18  Maret  2008  ten tang  Permohonan  

Ser t i f i k a t  Hak  Pakai  atas  nama  Tresna  

Hidaya t  d i  Megamendung  secara  f i k t i f  negat i f  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  3  Undang-

Undang No.5  Tahun 1986 ;

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  memproses  dan  

menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak  Pakai  atas  nama 

Penggugat  te rhadap  Tanah  Garapan  Mi l i k  

Negara  Bebas  dengan  luas  + 12  hekta r ,  yang  

te r l e t a k  d i  Blok  Pasi r  Gombong,  Desa 

Megamendung,  Kecamatan  Megamendung,  

Kabupaten  Bogor ,  yang  dipe ro l eh  berdasarkan  

oper  al i h /Pe l epasan  Hak sebaga imana  te r t uang  

dalam  Akta  Notar i s  H.  MUHAMAD ADAM,  Bc.Hk .  

Nomor  :  3,  5,  8,  9,  12,  13,  16 masing- masing  

te r t angga l  10 Apr i l  1980 ;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  yang t imbu l  da lam sengketa  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  

te rsebu t ,  Terguga t  I I  In te r vens i  te l ah  

mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  atas  

dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

Gugatan  Penggugat  te lah  lewat  waktu  :

bahwa  perh i t ungan  tenggang  waktu  untuk  

mengajukan  gugatan  harus  dih i t ung  dar i  saat  
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Tergugat  menerb i t kan  Sura t  No.530- 1223  tangga l  

28  Mei  2004  per iha l  Pengembal i an  Berkas  

Permohonan  Hak atas  nama Penggugat ,  bukan  pada  

saat  s ikap  diam/meno laknya  Tergugat  atas  Sura t  

Penggugat  No.320/LBH- 66/ I I I / 2 008  tangga l  18 

Maret  2008,  sebab  sepatu tnya  Penggugat  te lah  

mengetahu i  maksud  dar i  peno lakan  atau  s ikap  

diam  Tergugat ,  o leh  karena  Tergugat  te l ah  

menerb i t kan  Sura t  No.530- 1223  tangga l  28  Mei  

2004,  seh ingga  b i l a  dih i t ung  tenggang  waktunya  

sampai  dengan  gugatan  Penggugat  dia j ukan  ke  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung  tangga l  4  September  2008,  te l ah  lewat  

waktu  90  har i  sebaga imana  dia tu r  Pasa l  55  

Undang- Undang No.5  Tahun 1986 ;

Gugatan  Penggugat  kabur  (obscuur  l i be l )  :

bahwa  dalam  pos i t a  gugatan  Penggugat  

t i dak  pernah  menyebutkan  secara  past i  macam dan  

bentuk  objek  sengketa ,  sedangkan  dalam 

pet i t umnya  Penggugat  langsung  memohon  kepada  

Pengad i l an  untuk  memutus  agar  peno lakan  

Tergugat  te rhadap  Sura t  Penggugat  No.320/LBH-

66/ I I I / 2 008  tangga l  18  Maret  2008  ten tang  

Permohonan  Ser t i f i k a t  Hak  Paka i  atas  nama 

Tresna  Hidaya t  secara  f i k t i f  negat i f ,  

d inaya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dan  

memer in tahkan  Terguga t  untuk  memproses  dan  

menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak  Pakai  atas  nama 

Penggugat  te rhadap  Tanah  Garapan  Mi l i k  Negara  

Bebas  dengan luas   + 12 hekta r ,  yang  te r l e t a k  di  

Blok  Pasi r  Gombong,  Desa Megamendung,  Kecamatan  

Megamendung,  Kabupaten  Bogor ,  dengan  demik ian  

pos i t a  yang  dia j ukan  t i dak  mendasar i  

pet i t umnya ,  seh ingga  gugatan  Penggugat  kabur  ;

Gugatan  Penggugat  sa lah  ob jek  :
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bahwa  dalam  gugatannya ,  t i dak  ada  satu  

da l i l p un  yang  menyatakan  dan  menegaskan  secara  

r i nc i  lokas i  tanah  garapan  se luas  + 12  hekta r ,  

yang  te r l e t a k  di  Blok  Pas i r  Gombong,  Desa 

Megamendung,  Kecamatan  Megamendung,  Kabupaten  

Bogor  yang  dikuasa i  o leh  Penggugat  sebaga imana  

te r t uang  dalam  Akta  Notar i s  H.  Muhamad Adam,  

Bc.Hk .  No.3 ,  5,  8,  9,  12,  13  dan  16  masing-

masing  te r t angga l  10  Apr i l  1980,  sedangkan  

Tergugat  I I  In te r vens i  yang  mempunyai  hak  dan  

te lah  menguasa i  tanah  garapan  di  Blok  Curug  

Ci lember ,  Pasi r  Gombong,  Desa  Megamendung,  

Kecamatan  Megamendung,  Kabupaten  Bogor ,  dengan  

demik ian  gugatan  Penggugat  er ro r  in  ob jec to  ;

Bukan kewenangan Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  :

bahwa  sengketa  in i  merupakan  sengketa  

hak,  ya i t u  adanya  2  (dua)  vers i  pengakuan  hak  

atas  tanah  garapan  mi l i k  Negara  anta ra  

Penggugat  dengan  Tergugat  I I  In te r vens i ,  o leh  

karena  i t u  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  

berwenang  memer iksa  sengketa  in i ,  mela inkan  

kewenangan  Perad i l an  Umum ;

bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  I I  In te r vens i  mohon agar  gugatan  

Penggugat  d i t o l a k  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  

te rsebu t  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

te lah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  

No.86 /G/2008 /PTUN.Bdg.  tangga l  26 Februar i  2009  

yang  amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

I . Dalam Eksepsi  :

- Menyatakan  Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  

t i dak  dapat  d i t e r ima  se lu ruhnya  ;

I I . Dalam Pokok Perkara  :

Hal . 7 dar i  10 ha l .  Put .  No.57  K/TUN/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan  gugatan  

Penggugat  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  bata l  

Keputusan  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  

Bogor  (Terguga t )  

te rhadap  Penolakan  Sura t  

Nomor  :  320/LBH-

66/ I I I / 2 008  tangga l  18 

Maret  2008  ten tang  

Permohonan  Ser t i f i k a t  

Hak  Paka i  atas  nama 

TRESNA  HIDAYAT  di  

Megamendung  secara  

Fik t i f  Negat i f  

sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasa l  3  Undang- Undang 

Nomor  5 Tahun 1986 ;

3. Memer in tahkan  Tergugat  

untuk  memproses  dan 

menerb i t kan  Ser t i f i k a t  

Hak  Paka i  atas  nama 

Penggugat  te rhadap  Tanah 

Garapan  Mi l i k  Negara  

Bebas  dengan  luas  + 12 

Hektar ,  yang  te r l e t a k  di  

Blok  Pas i r  Gombong,  Desa 

Megamendung,  Kecamatan  

Megamendung,  Kabupaten  

Bogor ,  yang  d ipe ro l eh  

berdasarkan  oper  

al i h /Pe l epasan  Hak,  

sebaga imana  te r t uang  

dalam  Akta  Notar i s  H.  

MUHAMAD  ADAM,  Bc.Hk.  

Nomor  3,  5,  8,  9,  12,  

13,  16  masing- masing  
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te r t angga l  10  Apr i l  1980  

;

4. Menghukum  Tergugat  dan 

Tergugat  I I  In te r vens i  

untuk  membayar  biaya  

perkara  yang  t imbu l  

da lam  sengketa  in i  

sebesar  Rp.2 .970 .000 , -  

(dua  ju ta  sembi l an  ra tus  

tu juh  puluh  r i bu  rup iah )  

;

Menimbang,  bahwa  dalam  t i ngka t  banding  

atas  permohonan  Terguga t  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i ,  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Bandung  te lah  dikua tkan  oleh  Pengad i l an  

Tingg i  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  dengan  putusan  

No.146/B /2009 /PT .TUN.Jk t .  tangga l  10  September  

2009 ;

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  te rakh i r  

in i  d ibe r i t a hu - kan  kepada  Tergugat /Pemband ing  

pada  tangga l  18  September  2009  kemudian  

te rhadapnya  o leh  Tergugat /Pemband ing  dengan  

peran ta raan  kuasanya ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  19  September  2008  d ia j ukan  

permohonan  kasas i  secara  l i san  pada  tangga l  1 

Desember  2009  sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  

permohonan  kasas i  No.86 /G/2008 /PTUN.Bdg.  yang  

dibua t  o leh  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Bandung,  permohonan  mana  d i i ku t i  o leh  

memor i  kasas i  yang  memuat  alasan- alasan  yang  

di t e r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  te rsebu t  pada tangga l  10 Desember  2009 ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  i t u  oleh  

Penggugat /Te rband ing  yang  pada  tangga l  14 

Desember  2009  te l ah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  

Hal . 9 dar i  10 ha l .  Put .  No.57  K/TUN/2010
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kasas i  dar i  Tergugat /Pemband ing  dia j ukan  

jawaban  memor i  kasas i  yang  di te r ima  di  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung pada tangga l  21 Januar i  2010 ;

Menimbang,  bahwa permohonan  kasas i  a  quo  

beser ta  alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  

kepada  pihak  lawan  dengan  saksama,  dia jukan  

dalam  tenggang  waktu  dan  dengan  cara  yang  

di t en tukan  dalam  undang- undang,  maka  oleh  

karena  i t u  permohonan  kasas i  te rsebu t  fo rma l  

dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  alasan- a lasan  yang  

dia j ukan  oleh  Pemohon  Kasas i /Te rguga t  da lam 

memor i  kasas inya  te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah  :

1. Bahwa  menuru t  hukum  kedudukan  

Pengad i l an  Tingg i  ada lah  sebaga i  

judex  fac t i ,  ya i t u  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra ,  

ba ik  mengenai  fak ta  maupun 

mengenai  hukumnya  (meru juk  pada  

Buku  Hukum Acara  Perdata  da lam 

Teor i  dan  Prak tek ,  Ny.  

Retnowulan  Sutan t i o ,  S.H.  dan 

Iskandar  Oer ipka r t aw ina ta ,  S.H. ,  

CV.  Mandar  Maju  Bandung,  Cetakan  

VI I I ,  1997,  ha laman  160  al i nea  

kesatu ) ,  seh ingga  pen i l a i a n  

fak ta  maupun  penerapan  hukumnya 

ser ta  memper t imbangkan  hal - ha l  

la i n  yang  berka i t an  dengan  objek  

perkaranya ,  ba ik  jawaban,  fak ta  

dan  bukt i  yang  te rungkap  dalam 

pers idangan  ;

2. Bahwa  per t imbangan  hukum 

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a  da lam  putusannya  

halaman  6 al i nea  2 dan  3,  t i dak  

Hal . 10 dar i  10 ha l .  Put .  No.57  K/TUN/2010
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je l i  da lam  membaca  dan  menel i t i  

da lam  berkas  perkara  mengenai  

adanya  kerancuan  per t imbangan  

hukum Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Bandung  da lam 

hal  per t imbangan  anta ra  

kesesua ian  anta ra  data  yur i d i s  

dengan  data  f i s i k  d i l apang ,  

karena  fak ta  hukum  yang  

te rungkap  di  pers i dangan  seper t i  

buk t i - bukt i  para  pihak ,  fak ta  

da lam  pers idangan  setempat ,  

d i t emukan  fak ta  bahwa  Termohon  

Kasas i /Pengguga t  t i dak  menguasa i  

secara  f i s i k  atas  tanah  a  quo,  

mela inkan  da lam penguasaan  Turu t  

Termohon  Kasas i  /Terguga t  I I  

In te r vens i ,  seh ingga  judex  fac t i  

te l ah  menyimpang  dan 

ber ten tangan  dengan  keten tuan  

Pasal  4  ayat  (1 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.9  Tahun  1999 

ten tang  Tata  Cara  Pember ian  dan  

Pembata lan  Hak Atas  Tanah Negara  

dan Hak Pengelo laan  ;

3. Bahwa  Pemohon  Kasas i /Te rguga t  

akan  menje laskan  ten tang  adanya  

perkembangan  penanganan  

permasa lahan  yang  te lah  te r j ad i  

d i  lua r  Pengadi l an ,  ha laman 

permasa lahan  a  quo  te l ah  ada 

upaya  medias i  anta ra  Termohon 

Kasas i /Pengguga t  dengan  Turu t  

Termohon  Kasas i /Te rguga t  I I  

In te r vens i  sebaga imana  te r t uang  

Hal . 11 dar i  10 ha l .  Put .  No.57  K/TUN/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta  Perdamaian  tangga l  14 

Oktober  2009  No.11  yang  

di l aksanakan  di  hadapan  Sdr .  

Har to j o ,  S.H. ,  Notar i s  d i  

Jakar t a  dan te l ah  d ike tahu i  o leh  

Pemohon  Kasas i /Te rguga t ,  namun 

dika rena- kan  objek  perdamaian  

hanya  mengika t  kepada  p ihak  yang  

melakukan  peramaian  ya i t u  

Termohon  Kasas i /Penggugat  dengan  

Turu t  Termohon  Kasas i /Te rguga t  

I I  In te r vens i  sa ja ,  dan  masih  

te rdapa t  p ihak  ket i ga  la i nnya  

yang  nota  bene  menguasa i  f i s i k  

(d i  lua r  penguasaan  f i s i k  Turu t  

Termohon  Kasas i /Te rguga t  I I  

In te r vens i ) ,  maka  perdamaian  

te rsebu t  t i dak  mengika t  kepada  

pihak  ket i ga  yang  t i dak  te r l i b a t  

atau  masuk  dalam  par t i j  sub jek  

perdamaian  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  

te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat  :

mengenai  alasan- alasan  ke 1 s/d  3

bahwa  alasan- alasan  in i  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  karena  judex  fac t i  t i dak  sa lah  

menerapkan  hukum,  sebab  dalam  perkara  a  quo  

Termohon  Kasas i /Penggugat  memenuhi  persyara tan  

(sesua i  prosedur )  berdasarkan  bukt i - bukt i  

(buk t i  Termohon  Kasas i /Pengguga t  bers i f a t  

oten t i k ,  sedangkan  bukt i  Turu t  Termohon  

Kasas i /Te rguga t  I I  In te r vens i  adalah  akta  

dibawah  tangan)  ser ta  Pemer iksaan  Setempat ,  

dan  peno lakan  secara  Fik t i f  Negat i f  o leh  

Pemohon  Kasas i /Te rguga t  t i dak  tepa t  dan  

Hal . 12 dar i  10 ha l .  Put .  No.57  K/TUN/2010
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ber ten tangan  dengan  hukum dan  Azas- Azas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  (AAUPB),  sebab  semua 

persyara tan  permohonan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

te rpenuh i  o leh  Termohon Kasas i /  Penggugat ,  lag i  

pu la  alasan- alasan  te rsebu t  mengenai  pen i l a i an  

has i l  pembukt i an  yang  bers i f a t  penghargaan  

ten tang  suatu  kenyataan ,  ha l  mana t i dak  dapat  

d ipe r t imbangkan  dalam  pemer iksaan  pada  t i ngka t  

kasas i ,  karena  pemer iksaan  dalam t i ngka t  kasas i  

hanya  berkenaan  dengan  adanya  kesa lahan  

penerapan  hukum,  adanya  pelanggaran  hukum yang  

ber laku ,  adanya  ke la l a i an  dalam  memenuhi  

syara t - syara t  yang  d iwa j i b kan  oleh  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  mengancam ke la l a i an  i t u  

dengan  bata lnya  putusan  yang  bersangku tan  atau  

bi l a  Pengad i l an  t i dak  berwenang  atau  melampaui  

batas  wewenangnya  sebaga imana  yang  dimaksud  

dalam  Pasa l  30  Undang- Undang  No.14  Tahun  1985  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  

No.5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  

Undang- Undang No.3  Tahun 2009 ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  

di  atas ,  lag i  pu la  te rnya ta  bahwa putusan  judex  

fac t i  da lam  perkara  in i  t i dak  ber ten tangan  

dengan  hukum  dan/a tau  undang- undang,  maka 

permohonan  kasas i  yang  dia j ukan  oleh  Pemohon 

Kasas i  :  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Bogor  te rsebu t  harus  di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  

kasas i  d i t o l a k ,  maka  Pemohon  Kasas i /Te rguga t  

harus  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  

dalam t i ngka t  kasas i  in i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang-

Undang  No.48  Tahun  2009,  Undang- Undang  No.14  

Tahun  1985  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  

Undang- Undang  No.5  Tahun  2004  dan  perubahan  

kedua  dengan  Undang- Undang  No.3  Tahun  2009  dan  
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Undang- Undang No.5  Tahun 1986 sebaga imana  te lah  

diubah  dengan  Undang- Undang No.9  Tahun 2004 dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.51  

Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  

la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon 

Kasas i  :  KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

BOGOR te r sebu t  ;

Menghukum Pemohon  Kasas i /Te rguga t  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  

d i t e t apkan  sebesar  Rp.500.000 , -  ( l ima  ra tus  

r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  da lam  rapa t  

permusyawara tan  Mahkamah  Agung  pada  har i  :  

KAMIS,  TANGGAL 9 DESEMBER 2010 ,  o leh  Pro f .  Dr .  

Paulus  E.  Lotu lung ,  S.H. ,  Ketua  Muda Mahkamah 

Agung yang  d i t e t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah Agung 

sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  Pro f .  Dr .  H.  Ahmad 

Sukard ja ,  S.H. ,  M.A.  dan  Pro f .  Dr .  Vale r i ne  J.  

L.  Kr iekho f f ,  S.H. ,  M.A. ,  Hakim- Hakim  Agung 

sebaga i  Anggota  dan  d iucapkan  dalam  s idang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga ,  o leh  

Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  

te rsebu t ,  dan  diban tu  oleh  Hasiamah  

Dis t i y awat i ,  S.H. ,  M.H. ,  Pani te ra  Penggant i ,  

dengan t i dak  dihad i r i  o leh  kedua  belah  p ihak . -

Hakim- Hakim Anggota  :     K e t  

u a  :

                 t t d . /  

t t d . /

Pro f .  Dr .  H.  Ahmad  Sukard ja ,  S.H. ,  M.A.  

Pro f .  Dr .  Paulus  E.  Lotu lung ,  S.H.

                 t t d . /

Pro f .  Dr .  Vale r i ne  J.  L.  Kr iekho f f ,  S.H. ,  M.A.

Hal . 14 dar i  10 ha l .  Put .  No.57  K/TUN/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- Biaya  :

1. M e t  e r  a i  ………….………. Rp.     6.000 , -  

Pani te ra  Penggant i  :

2. R e d a k s i  ……….…………Rp.     5.000 , -  

t t d . /        

3. Admin is t r a s i  kasas i  ….……..  Rp.489.000 , -          Hasiamah 
Dis t i y awat i ,  S.H. ,  M.H.

J u m l  a h Rp.500.000 , -
==========

Untuk  Sal i nan

MAHKAMAH  AGUNG R. I .

a.n .  Pani te ra

Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara ,

ASHADI,  S.H.
NIP.220000754.
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